
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 

'3 
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TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JAYALOKA

BUPATI MUSI RAWAS

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2.

Menimbang

Mengingat 1.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanal Minimal pada Pusat Kesehatan Masya.rakat

Jayaioka Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 82 1 ) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Ta-hun 2014 Nomor 244, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimala telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran NegaJa Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan tayanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturar Daerah Nomor l0 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (l€mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSTAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEL'AYANAN

MIMMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KDSE}IATAN MASYARAKAT JAYAI,OKA

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas,

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yalg dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dar/atau jasa

yang diiualkan mengutamakan mencad keuntungar,

dan dalam melakukan kegiatan nya didasarkan pada

prinsip efrsiensi dan produktivitas.

4.
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6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuanga-n yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkal pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

balgsa, sebagai pengecualian da.ri ketentuan

keuangan daerah pada umumnya,

7- Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyarakat Jayaloa yang merupakan sarana

pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit

Keda Perangkat Daeralr yang menangani urusan

kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masydakat.

Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehata-n, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangan penyakit, mencegah

kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien,

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat lnap, Puakesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

da-lam rangka pemeriksaan anarnnesa, obsewasi,

diagnosis sampai dengan 6rmberian obat per oral

dengan atau tarpa obat injeksi serta tidak perlu

tingga.t di rawat inap.

Pelayana-n tinda-kan khusus adalah pel,ayanan tingkat

la4iutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas
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11.

Pembantu, dan Puskesmas Keiiling yang telah

memperoleh pelayanan kesehatan dan karena

penyalit nya memerlukan tindakan khusus atau

tindakan lanjutan pengobatan.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengan menempati tempat tidur Puskesmas

Rawat Inap.

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematian atau cacat.

Standar Petayanan Minimal yang seLanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesilikasi teknis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikar oleh

Puskesmas kepada masyarakat,

Jeris pelaya-nan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat serta pihak lain, tata

penyelenggaraan nya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

Definisi operasional adalah uraian yalg dimaksudkan

untuk menjeLaskan pengertian dari indikator upaya

kesehatan perorangan da-n upaya kesehatan

masyarakat.

Sumber data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan,

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkarr kesehatan perseorangan dan keluarga.
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Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dar masyarakat.

Upaya penyediaal data kesehatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk

melakukan pengumpulan data, pengoLahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kesehatal

perorangau, upaya kesehatan masyarakat, dan

pemberdayaan masyaralat yang bertujuan u-ntuk

mengetahui kondisi kesehatan dan faktor ya.llg

mempengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk

memberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanaka! perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggunglawaban

penyelengaraan SPM pada Puskesmas.

Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk

meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAEI III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NIL.AI,

BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN
URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakar pelayanan

kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventifl,

penyembuhan (htratifl, perrr:ulih,an (rehabilitatifl yatg

ditaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan

(proratifi *rt3 upaya rujukan.

5
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Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, lndikator, Standar Nilai, dan Batas

Waktu Pencapaian

Pasal 4

(l) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi;

a. Upaya Kesehatan Perseorangan, meliputi:

1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jalan;

3) Pelayanan RaB,at Inap;

4) Persalinan;

5) Peliayanan laboratorium Sederhana;

6) Pelayanan Farrnasi;

7) Pelayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekam Medik;

9) Pengelolaan Limbah;

10) Administrasi dan Manajemen;

1l) Pelayanan Ambulan ;

12) Peneliharaan;

13) Pcncegahan dan Pengendalian; dan

14) Pelayanan Keamanan;

b. Upaya Keschatan Masyarakat, meliputi ;

1) Pelayanan Kesehatan lbu tlamil;

2) Pel,Byanan K$€hatan Ibu Bersalin;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

4) Pelayanan lGschatar Balita;

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktit

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia knjut;
8) Pel,ayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeteg
Miletus;

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat;

11) Pel,ayanan Kesehatan orang dengan TB; dan
f2) Pelayanan Kesehatan Orang dcngan Risiko

Terinfeksi HIV.
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Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaisn pada

setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan

perseorangan pada Puskesmas tercantum dalam

I^ampiran I Peraturan Bupati ini.

Indikator, standar nilai, batas walctu pencapaian pada

jenis pelayanan unhrk upaya kesehatan masyarakat

pada Puskesmas, tercantum dalam Iampiran II

Peraturan Bupati ini.

BABW

PELAKSANAAN

Pasal 5

Puskcsmas yang mcnerapkan PPK BLUD wajib

melaksanakan berdasarkan SPM dalam

Peratura! Bupati ini.

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

p€layanan yang di pimpinrlya aesuai SPM yang di

tetapkan dalam perahran Bupati ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilakukan oleh tena8a dengian kualifikasi dan

kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB !
PENERAPAN

Pasal 6

(1) I(epata Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD

men]rusun rencana kerja dan anggaran, target, s€rta

upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan

tahunan Rrskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dieusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan Anggaran.

(1)
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(3)
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(3) Sctiap pelaksanaan pcl,ayanan, dan penyelenggaraan

petrayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan

dengan Eengacu Peda SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Ba8ian Kesatu

PembLraan

Pasal 7

(f) Pembinaan teknis Puskesmas yang mencrapkan PPK

BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Fembinaen ker.rangan Puskesmae yang menerapkan

PPK BLUD dilckrrkan oleh Pejabat Pengelola

Keuangan (PPKD)

(3) Fembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian oricntasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihan atau bantuan telmis lainnya l ang mencakup :

a. p€rhitungan sunber daya dan dana yang

dibutuhkan unhrk mencapai SPM;

b. pcnyrsunan rencana pencapaian SPM dan

penetapan target tahunart FncsPeisn SPM;

c. penilaian prestasi kelja pencapaian SPM;

d. pelaporan presta3i kerja pencapaian SPM;

e. penlruaunan peraturan perundang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD Pada PuekesEag

yang bersangkutan;

f. Penyusunan Rencsna Bisnis dan Anggaran;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Fengawasan

Pasal 8

(1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



l2l

(3)

(4)
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(3)

Sel,ain pengawasan yang dilakukan oleh Ferangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan funggi

pengas,asan sebaggimana rlirnat<sud pada ayat (1),

dapat dilakrrkoq oleh pengawas inGmel.

Pengaxras intemal scbagaimana dimaksud pada ayat

(21, dilakBanakan oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BABVII

DEWAN PENGAWAS

Pesal 9

BLLrD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan

menurut laporan operaoional atau nilai aset menurut

ncraca Jrang memenuhi syarat minimal, daPat

dibentuk dewan pengawas.

Jurdah anggpta dewan pengawas scbaSaimana

dimeksld pada ayat (f), ditetapkan sebanyak 3

(tig8) orang atau 5 (lirna) orang dan s€orang di

antara anggota dewan pengawas ditetaPkan sebagai

ketua dewan pengawas.

Syarat minimal sebageirn,'ne dimaksud pada ayat

(U, dan jumlah anggota dewan pengawes

scbagaiaana dimaksud pada ayat (2), mengikuti

p€raturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan

Bupati atas usulan pernimpin BLUD-

Pasal lO

Dewan pengawas bertugas mel,akukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

.lihkuk4n oleh pejabat pengelola sesuai dengan

ketentuan peraturan perundanS-undangEn.

Dewan pengalsas berkewajiban:

(4)

(1)
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a. memberikan pendapat dan sarart kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti perlrembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serts saran kepada Bupati

mengenai setieF masalah yang dianggap penting

bagi pengelolasn BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tcnte.ng kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola

dal"- melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik

keuangan maupun non keuangan, serta

memberikan saran dan catatan-catatan pcnting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat Fngelola
BLUD; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kincrja.

(3) Dewan pengawas mel,aporkan pelakssnasrr tugasnya

scbagaimana dimaksud pada ayat (r), kepada Bupati

secara berkala pding sedikit 1 (satu1 t otl 6slam satu

tahun dan scwaktu-waktu apabila dipcrlukan.

Pasal 1 1

(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-

unsur:

a. pcjabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kcgiatan BLUD;

b. pcjabet Pcrangkat Dacrah yang mcmbidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenags ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak

bersamaan walrtunya dengan penganSkatan

pejabat pengelola BLUD;

(3) Kriteria yang dapat diusulkan mcnjadi de\r,an

pengawas, yaitu:
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a. memiuki dedikasi dan menaha"ni masa.lsh-

masalah yang berkaitan denggn kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan hukum dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak

pemah meqiadi anggota direksi atau

komisaris, atau dewan pengawas yarrg

dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan

suatu badan usaha pailit atau orang yang

tidak pemah melakukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mempunyai komPetensi dalam bidang manajemen

keuangan, sr:mber daya manusia dan mempunlrai

komitmen terhadap peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasd 12

(f) Masa jabatan anggota dewan pcngav/as

ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan

dapat diangkat kernbali unh.rk satu kali maEa

jabatan bedkutnya.

Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan

sebelum waktunya oleh Bupati.

Femberhentian anggota dewan pengawas sebelum

scbagaimana .limaksud pada ayet (2),

apa.bila:

a. tidak dapat mclatsanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan

undangan;

c. tcrlibat dalam dndakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana pe4iara karena dipersalahkan

melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan

pengas,asan atas BLUD.

(21
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Pasal 13

(1) Bupati dapat Bengangkat selqetaris dcwan pengawas

untuk mendukuflg kelancaran tugas dewan

pcngawas.

(2) Selr€taris dewan

pada ayat (U,

peEgawas,

pengawaa sebagaimana dimaksud

bukan merupakan anggota dewan

Pasal 14

Segala biaya yang dipertukan dalam pelaksanaan

tugas dcwan pengawas dan sekretaris dewan pengawas

dibcbankan pada BLUD dan dimuat dnlnrn RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pa88I 15

Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal

diundangkan.

AgBr sctiap orang mengetahuin5ra memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah xabupaten Musi

Rawas,

Ditctapkan di Muara Bcliti
pada tanggal 6 4lanb 2019
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SEXRETARIS DAERAH

PRISTODENSI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.F

UPATEN MUSI RAWAS,
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